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ABSTRAK

Rahmad Nur 2020. Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sektor
Pertanian Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto
(dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Ansyari Mone).

Hortikultura merupakan salah satu subsektor pertanian yang potensial dalam
memberikan kontribusi yang besar tethadap pembangunan ekonomi . Melihat
potensi pertanian hortikultura di Kéeamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto tentu
membutuhkan sentuhan pemerintaly daerah dalam rangka pengelolaannya. Jenis
penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe
pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif
dengan tipe penelitian pendekatan fenomenalogi. Teknik pengumpulan data
menggunakan observasi, wawancara, dokumeiitasi dengan informan pokok 10
orang, Teknik analisis”data ada tiga yaitu reduksi Clata, penvajian data, dan
penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data vang digunakan adalah triangulansi
sumber. metode peagumpulan data, dan trianguiansi wakiw. Hasil penelitian ini
menunjukkan tiga (3) indikator Collaborative Governance Dalam Pengelolaan
SekloeruanHmkulmdlemtmRmbiaKnb Jeneponto, yaitu:
Pemerintah yang mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi regulasi, fungsi
koordinasi . dan fungsi transparansi. Selanjutnya, Swasta mempunyai fungsi
menyndmkm bantuan teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan
SDM para pelaku usaha yang berasal dari sektor swasta melalui kegiatan
penyuluhan schagai upaya peningkatan kapastitas SDM dalam pengelolaan
pertanian. Indikator yang terakhir adalah Masyarakar, miempunyai fungsi
membangun komunikasi dalam menyampaikan segala masalzh dan kebutuhan
pengelolaan pertanian kepada pemerintah daerah dan para pelaku usaha,
kemudian ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan, peleksanaan sampai pada
tahap evaluasi. Terakhir, pﬂngmgammm melalui pembestukan kelompok tani
segala permasalahan peiéni di lembagakan,

Kata Kunci : Colaborative Governance dan Pertanian Holtlkulm
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara vang

dan memegang peranan penting dalam sumber pendapatan petani,
perdagangan, maupun penyerapan temaga kerja. Komoditas tanaman
hortikultura di Indonesia dapat dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu
tanaman buah-buahan, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman

hiasDalam kehidupan sehari-hari banyak manfaat dan keuntungan yang




diperoleh dari tanaman hortikultura dalam kehidupan masyarakat antara
lain: memperbaiki dan meningkatkan nilai gizi masyarakat, mempercantik
atau memperindah lingkungan sekitar, meningkatkan pendapatan petani,
memperluas kesempatan kerja dan menambah devisa negara.

Peranan pemerintah ( \ perkembangan ekonomi untuk
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Pemerintahan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang
dibutuhkan oleh lingkungannya. Salah satunya kepada pengelolaan
pertanian hortikultura. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon
perkembangan global yang terjadi di lingkungan internal maupun
lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan




yang semakin global menuntut peran-peran instansi pemerintah bisa

Peranan Pemerintah Daerah sangat penting dalam kegiatan percepatan
pembangunan daerah. Peranan yang diberikan yaitu dalam bentuk sarana

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Pada hakikatnya, otonomi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.




Dalam pembangunan daerah, terdapat tiga pilar yang berperan
signifikan, yaitu negara atau pemerintah (the state), investor atau swasta (the
private sector), dan organisasi sipil masyarakat (civil society organization).

Administrator publik modern harus mampu berperan aktif
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otoritas substansi dalam pengambilan keputusan dan setiap stakeholder

memiliki kesempatan yang sama untuk merefleksikan aspirasinya dalam
proses tersebut. Pada sisi lain, sering terjadi pula pelanggaran norma-norma
kehidupan masyarakat pada proses pembangunannya. Kegagalan usaha
tersebut salah satunya disebabkan pendekatan utama pembangunannya tidak




keberhasilan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat secara aktif
memerlukan reorientasi kembali pendekatan pembangunan dengan

kebijakan pembangunan, masyarakat tidak dilibatkan yang akhirmya
menghasilkan  keputusan sepihak, termasuk dalam perencanaan
pembangunan. Pembangunan yang bertumpu pada masyarakat atau yang
dikenal dengan community based development (CBD), yaitu pembangunan
berbasis komunitas merupakan paradigma pembangunan baru yang saat ini
banyak digunakan dalam proses pembangunan,



Prasyarat dasar untuk memenuhi tujuan tersebut membutuhkan

penyamaan persepsi, kehendak, dan semangat dalam pengelolaan sektor
energi dan sumber daya alam dalam era otonomi daerah secara demokratis.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dan penjabaran dari

andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan
sayuran (Hortikultura). Jenis tanaman sayuran yang di usahakan di
Kecamatan Rumbia antara lain bawang merah, cabe Besar, kubis, wortel
dan kentang.




Kabupaten Jeneponto mempunyai potensi yang cukup besar untuk
memproduksi sayuran organik, petaninya mudah menerima edukasi dan
inovasi. Kabupaten Jeneponto adalah salah satu daerah tingkat IT di Propinsi
Sulawesi Selatan dengan kondisi tanah (topografi) pada bagian utara terdiri
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Hortikultura di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.




B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis menarik rumusan
masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk collaborative governance
dalam meningkatkan pengelolaan sektor pertanian Hortikultura di
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a.  Manfaat untuk pemerintah

Pemerintah dapat mengetahui permasalahan sektor pertanian
hortikultura yang terjadi dan membangun kolaborasi dengan instansi terkait
dalam rangka mengatasi segala permasalahan yang terkait pertanian
hortikultura khususnya di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto.




b.  Manfaat untuk masyarakat
pertanian hortikultura dan masyarakat dapat melihat kinerja dari pemerintah




BABII
TINJAUAN PUSTAKA
A.  Penelitian Terdahulu

Pada proses penyusunan karya ilmiah, penulis membandingkan judul
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3 Natalia dan Mendeskripsikan Metode Hasil penelitian
Madiono (2013) | pengelolaan usaha, Penelitian menunjukkan bahwa PT.







Perbandingan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak
pada wilayah strategi yang dilakukan dalam proses pengelolaan dalam
mengembangkan kegiatan pertanian termasuk melihat bentuk-bentuk
ancaman yang bisa berdampak pada hasil pertanian hortikultura. Selain itu

pada suatu intitusi pemerintahan saja. Melalui kolaborasi ini
diharapkan persoalan yang dihadapi bisa diatasi atau paling tidak
bisa diminimalisir secara signifikan.

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar

organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapain tujuan yang




tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independent. Dalam bahasa
Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara
bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan

kedalaman makna dari istilah tersebut (Sudarmo, 2009:

memonopoli penyelenggaraan pemerintah. melainkan memerlukan
Swasta dengan dukungan finansialnya harus mampu membantu
pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Swasta dalam hal
ini tidak diperbolehkan untuk mengurusi kepentingannya sendiri




yakni hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi (Abidin dkk
2013:10).

Dalam pembangunan daerah, terdapat tiga pilar yang berperan
signifikan dalam proses Kolaborasi, yaitu (Sedarmayanti, 2012: 4):
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dan memiliki otoritas dalam mengelola organisasinya walaupun

merka tunduk pada kesepakatan bersama (Dwiyanto, 2011:251).
Collaborative governance adalah serangkain pengaturan

dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara

langsung stakeholder non-state di dalam proses pembuatan
kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan
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deliberative ~ yang  bertujuan  untuk  membuat  atau
mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program
atau aset (Ansell dan Gash 2007:546).

Secara  khusus, collaborative  governance  telah

tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang
mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam
menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh public (Junaidi

2015:8).
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Selanjutnya penjelasan lainnya yang lebih spesifik dikemukan
oleh Ansell dan Grash dalam Sudarmo bahwa collaborative
governance muncul secara adaptif atau dengan sengaja diciptakan
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‘pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak
antara government, civil society, dan private sector dalam
dan demokrasi melahirkan tata pemerintahan yang mengedepakan
kepentingan society. Kolaborasi antara government, civil society,
dan private sector merupakan langkah-langkah optimalisasi peran
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government  dalam  implementasi kebijakan publik dan

penyelenggaraan pelayanan publik. Secara umum dijelaskan bahwa
collaborative governance merupakan sebuah yang di dalamnya

untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam

c.  Deliberation
d.  Implementation

Pemerintah tidak hanya mengandalkan pada kapasistas internal yang
dimiliki dalam penerapan sebuah kebijakan dan pelakasanaan program.
Keterbatasan kemampuan, sumberdaya maupun jaringan yang menjadi




faktor pendukung terlaksananya suatu program atau kebijakan, mendorong
pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan
sesama pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat dan komunitas
masyatakat sipil sehingga dapat terjalin kerjasama kolaboratif dalam

mencapai tujuan pmgram A‘ 2016:174).

Bo=iLE

1 ) ¥ <l§-'_ 4§ [ ol
/ 74 ""'lu...n“\“\‘
N _ﬁ :¢T‘yq- nre £
G \I’ m
L -\ \ \ 11

". \ ‘zp “"i &
m\ Y

2012: 4).

Sebagai kesimpulan bahwa kolaborasi merupakan budaya kerja yang
terlepas dari hirarkhi sehingga mendorong penentuan pembuatan ketentuan-
ketentuan baru guna memberdayakan masing-masing pihak atau aktor untuk

mencapai tujuan bersama.
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b. Pertanian Holtikultura
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor di bidang ekonomi yang
ini berperan sebagai sumber penghasil bahan makan, sumber bahan baku

Sebagian besar penduduk In
dari separuh penduduk tersebut menggantungkan hidupnya pada sektor
pertanian (Harijati 2007).

Sejalan dengan tahapan dan keberhasilan pembangunan pertanian
yang telah dicapai, proses transformasi struktural perekonomian nasional
akan terus berlangsung dengan ciri sebagai berikut (Safaruddin 2010):
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a.  Peran relatif sektor pertanian dan sumbangannya terhadap PDB dan
penyerapan tenaga kerja semakin menurun.
b.  Pangsa ekspor bahan setengah jadi dan jadi semakin besar.

pertanian terbukti diperlukan peningkatan kegiatan yang simOultan dalam
hampir semua sektor yang ada. Departemen dalam negeri, perhubungan,
penerangan, tenaga kerja, transmigrasi dan koperasi, bahkan departemen




sosial dan agama ikut mengambil bagian yang aktif dalam usaha-usaha
pembangunan inti dari departemen pertanian (Firdaus 2012),

Beberapa persoalan ekonomi pertanian penting yang perlu mendapat
perhatian antara lain (Rahmanta 2012):

berlangsungnya perubahan preferensi konsumen yang semakin
menuntut atribut produk yang lebih rinci dan lengkap. maka motor
penggerak sektor agribisnis harus berubah dari usaha tani kepada
industri pengolahan (agroindustri).




b.
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yang berorientasi pasar menyebabkan strategi pemasaran menjadi
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sasaran pokok, yaitu:

a) mengembangakan struktur agribisnis yang terintegrasi secara
vertikal mengikuti satu aliran produk (produk line) sehingga
subsistem agribisnis hulu, subsistem agribisnis pertanian primer
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dan subsistem agribisnis hilir berada dalam suatu keputusan

manajemen
b)  mengembangkan organisasi bisnis (ekonomi) petani agar dapat
merebut nilai tambah yang ada pada subsistem agribisnis hulu

mengelola tanaman sayuran, buah, ornamen, bumbu-bumbu dan tanaman
obat obatan. Hortikultura merupakan budidaya tanaman sayuran, buah-
buahan, dan berbagai tanaman hias, hortikultura saat ini menjadi komoditas
menguntungkan karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat
maka pendapatan masyarakat yang juga meningkat (Zulkarnain 2009).
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Hortikultura berasal dari bahasa latin, yaitu hortus (kebun) dan colere
(menumbuhkan). Secara harfiah, hortikultura berarti ilmu yang mempelajari
pembudidayaan kebun. Hortikultura merupakan cabang pertanian yang
berurusan dengan budidaya intensif tanaman yang di ajukan untuk bahan
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keanekaragaman morfologi, seperti ada yang berbentuk pohon
(misalnya rambutan, mangga,durian, jeruk, dan sebagainya), atau
bentuk semak markisa.

b. Tanaman sayuran (olerikultur): tanaman ini merupakan tanaman

hortikultura yang utama. Bagian tanaman tersebut dapat berasal dari
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daun, tangkai daun, umbi, batang, akar, bunga, buah ataupun
biji.Berbeda dengan tanaman buah - buahan, sayuran memiliki umur
segar oleh karenanya proses penanganannya lebih spesifik
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Peraturan Menteri Perdagangan No.60 Tahun 2012 tentang Ketentuan
Impor Produk Hortikultura menjelaskan bahwa : Mewajibkan para importir
produk hortikultura untuk memperhatikan aspek keamanan pangan,
ketersediaan produk dalam negeri, dan penetapan sasaran produksi dan
konsumsi produk hortikultura. Selain itu para importir juga harus memenuhi
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persyaratan kemasan dan pelabelan, standar mutu serta ketentuan keamanan
dan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan
lingkungan.

Hortikultura merupakan suatu cabang dari ilmu pertanian yang
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dilakukan penanganan pasca panen (Setyowati, 2007).

Pertanian hontikultura merupakan pertanian dengan menggunakan
tekhnik adalah tanam yang ditanam seperti sayur-sayuan, buah-buahan,
ataupun tanaman hias dimana lahan (kebun atau pekarangan rumah) sebagai

tempatnya.
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Konsep Pemerintah Daerah

pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang
dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Bisa juga

Sesuai dengan batasan pengertiannya menurut Undang-undang No 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka yang dimaksudkan adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD,
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas

luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI, sebagaimana dimaksud dalam
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UUD 1945. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati,
atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah salain
tﬁiﬂpmmmsmfmmmmkmﬂadMahjugamdapat'uﬂsm
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atas Perda dan kebijakan Daerak
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala
daerah dibantu oleh Perangkat Daerah (Serajuddin 2016).

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan
Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan
negara yang terdiri atas (Asmawi 2014):

Dalam mengatur dan mengurus Urusan




a.  kepastian hukum;tertib penyelenggara Negara.
b.  kepentingan umum,

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan

c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari
Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
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Urusan  pemerintahan  konkuren terdiri dari urusan
pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi
lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan

(kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan
sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi)
(Kurniawan 2015).
3. Kerangka Fikir

Peranan pemerintah dalam mendukung pengelolaan pertanian
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agar upaya dalam kegiatan pengelolaan pertanian hortikultura dapat berjalan
maksimal. Dalam teori Sedarmayanti (2012) ada tiga aktor yang berperan
dalam melaksanakan collaborative governance yaitu: pemerintah, swasta

[ (3) Deliberation ]

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir




4. Fokus Penelitian
Fokus penelitian ini pada Collaborative Governance dengan merujuk
pada aktor yang melakukan proses kolaborasi vaitu Pemerintah, Swasta, dan
Masyarakat yang melakukan serangkaian proses kolaborasi dalam
ura di Kecamatan Rumbia Kabupaten

diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto
dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pertanian
holtikultura adalah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui komoditi pertanian.

b. Swasta dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, bantuan teknologi dimana
para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan alat




yang dapat di manfaatkan petani dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya
menciptakan lapangan kerja proses manajemen suatu perusahaan
membutuhkan karyawan, dimana dengan pendekatan pemberdayaan
para pelaku usaha melakukan perekrutan terhadap masyarakat sehingga
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sebagai upaya pemerintah dalam mewujudkan program-program yang
mampu menjawab permasalahan petani dalam pengelolaan kegiatan
pertanian. Dan terakhir pengorganisasian, melalui pembentukan
kelompok tani segala permasalahan petani di lembagakan menjadi satu
sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk
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menjalankan program dan menyalurkan bantuan karena para petani telah
terdaftar pada lembaga-lembaga kelompok tani tersebut.
d.  Assesment merupakan penilaian yang dilakukan oleh para stakeholder

melihat potensi yang dimiliki oleh sektor pertanian Hortikultura

sehingga dapat di sepakati bersama. Inisiasi terbangun oleh
stakholders dalam mengatasi suatu hambatan yang telah terjadi guna
mencapai tujuan yang hasil yang di inginkan More & Stephens
(2012). Dalam pengelolaan sektor pertanian hortikultura yang mana
dalam pengelolaan memerlukan sinergitas antar pemangku
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kepentingan yang memiliki peran tersendiri dalam pengelolaannya,
mhapmﬁisiaﬂiﬂmmmhhwahﬁga.aktmmhmFmgmah
memenuhi kebutuhan dalam collaborative governance.

Delebration atau atau musyawarah yang dilakukan oleh ketiga actor

EI)

W\




BAB III
METODE PENELITIAN
A.  Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian terkait Collaborative Governance dalam sektor Pertanian

menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna
dalam situasi tertentu, pendekatan ini menghendaki perilaku orang dengan
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C.

Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu ;
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
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1. Achmad, SP.. M. AM Kabid Holtikultura

2. Andi Bacsran, S.Ap AB Kasi Produksi
Tanaman Pang:

3 Dg. Jafar JF Toko Tani Bina Sakti

4, Ahmad AD CV. Anjas

5. Abul Rajab, S.TI AR Camat

6. Sallatu S.P, M.Si SL Penyuluh

7. Ari Suandi S.TP AS Penyuluh

8. Sumarlin SM Masyarakat




L]

9. Hasan N i
10. Mustakir MS Ma e
: Total 10 Informan
(Sumber: Diolah oleh Penulis)

E. Teknik Pengumpulan Data

.

N

ai berikut
N —x\'ff\:..\;j.,g/g//

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden sesuai
dengan jenis data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
responden.



3.  Dokumentasi
Teknik dokumentasi ini dipergunakan untuk melengkapi teknik
observasi dan wawancara sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data

V/"'q\“‘\\ ”
s

M “"i?) ‘

ngkah editing, pengelompokan, dan meringkas data.
Pada tahap kedua, peneliti menyususn kode-kode dan catatan-catatan
mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktifitas serta
proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema. kelompok-
kelompok, dan pola-pola data.
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2. Penyajian Data (Data Display)

Komponen kedua yakni penyajian data (data display) melibatkan
langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data
yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang

7N
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triangulansi sumber, triangulansi teknik pengumpulan data dan triangulansi
‘waktu yakni sebagai berikut:




1. Triangulasi sumber

Tﬁanglﬂansimmberdihkukmdmgmgmmengﬁmkdnmmgmlah
diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini penelitian melakukan

pengumpulan dan pengujian data vang telah diperoleh melalui hasil

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber
masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid
sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kerdibilitas data
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,
observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil
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schingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulansi dapat juga
dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain diberi




BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A.  Deskripsi Objek Penelitian

1. Dinas Pertanian Jeneponto

pada tingkat usia, (5) didasarkan pada
tingkat jabatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Jeneponto, maka adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian
Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Tabel 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto
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Berdasarkan potensi pertanian yang terdapat di Kabupaten Jeneponto,
maka Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto menetapkan dan merumuskan
beberapa program prioritas, diantaranya adalah sebagai berikut:




a.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Program ini dilakukan
beberapa kegiatan, yaitu;
1) Peningkatan kualitas hasil komoditi pertanian melalui

pemanfaatan kotoran ternak untuk mendukung pertanian
3)  Penanganan dan pengendalian penyakit dan hewan menular.
Program pengembangan otonomi daerah bidang pertanian, melalui
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1) Pengembangan sarana dan prasarana yang mudah dioperasikan
petani baik yang pembiayaannya melalui APBN (DAK dan
Dekosentrasi) maupun melalui APBD (Provinsi dan Kabupaten)

2) Pengembangan dan pembangunan sarana perbenihan yang

1) Penyediaan Jaringan Irigasi Tingkat Desa (JIDES), Jaringan
Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), dan Jalan Usaha Tani
(JUT).




2)

3)

4)

Pembuatan Embung, terutama pada wilayah yang tidak punya

jaringan irigasi.

Penyediaan Tractors, Hand Tractor, Mesin Pompa Air, Hand

Sprayer, Power Spraver, Power Threser, Corn Seller, dan Rice

Milling.

Potensi Pengembangan Pertanian Kabupaten Jeneponto

Tabel 4.2 Produksi. luas panen, produktivitas dan rata-rata harga produsen
tanaman sayur dan buah-buahan semusim Kabupaten Jeneponto 2018

7 &S WARADS Prodilkfiyitas [ hia-rata harga
Komoditas  \ (Kuwintal) | (Hektar) | (Ruinalha) | oakpetan
Bawang Merah 22.493 271 831 12.861
Bawang Putih - = - 2
Bawang Daun 1.563 29 54 4.961
Kentang 4.591 2 109 12.668
Kubis 3.965 84 71 6.955
Kembang Kol - - = -
Petsai/Sawi 2.888 75 39 4.585
Wortel 2.146 32 67 7.468
Lobak - - - -
Kacang Merah - - - -
Kacang Panj 117 14 8 8.177
Cabai Besar 790 121 7 9.243
Cabai Rawit 3472 623 6 8.083
Paprika - - - -
Jamur - - - -
Tomat 255 43 ] 5.637
Buncis 116 28 6 6.578
Ketimun 105 17 6 4.721
Labu Siam 101 17 6 5.838
Kangkung 190 32 6 2.523
Bayam - - - -
Melon - - - -
Semangka 509 51 10 9.989
Blewah - - - -
Stroberi - -

(Sumber: Dinas Pertanian

Jeneponto 2018)
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Jeneponto merupakan salah satu kabupaten penghasil sayuran dan
buah-buahan semusim. Tabel 4.2 menunjukkan data luas panen, produksi,
hasil per hektar, dan rata-rata harga produsen untuk sayuran semusim di
Jeneponto pada tahun 2018, Tahun 2018, lima komoditas sayuran semusim
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12 Desa merupakan daerah bukan pantai dengan topografi atau ketinggian
dari permukaan laut vang beragam. Menurut jaraknya, maka letak masing-
masing desa/kelurahan ke ibukota kecamatan dan ibukota Kabupaten sangat
bervariasi. Jarak desa/kelurahan ke ibukota kecamatan maupun ke ibukota
kabupaten berkisar 0-40 km. Untuk jarak terjauh adalah Desa Jenetallasa




yaitu sekitar 40 km dari ibukota kabupaten (Bontosunggu), sedangkan untuk
jarak terdekat adalah Desa Rumbia 23 km dari Bontosunggu. Kecamatan
Rumbia terdiri dari 12 desa/kelurahan dengan luas wilayah 58,30 km2.

Dari luas wilayah tersebut pada Tada tabel 4.1 nampak bahwa Desa
Jenetallasa memiliki wilayah terluas yaitu 7,50 km2, sedangkan yang paling
kecil luas wilayahnyaadalah Desa Bontotiro yaitu 2,59 km2.

Tabel 4.3 Luas Kecamatan Rumbia Menurut Desa

No. Desa/Ke!urahan Luas (KM _Persentase
1. Lebang Manai 465 7,98
2, Rumbia 6.29 : 10,72
3. Bonto Manai 6.92 11,87
4. Bonto Tiro 2,59 7.34
5 Loka 3,34 5,44
6. Tompo Bulu 5,39 9.25
T Kassi 5.97 10,24
8. Pallantikang 5,91 10,14
9. [ebangmanai Utara 3,05 5.23
10. Bontocini 3:23 5,54
11. Jenetallasa 7,50 12,86
12. UjEE Bulu 3.50 2 6.00

Jwrilsh 5830 100,00

(Sumber: BPS Jeneponto 2016)

Dengan mempetuimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan
dan peluang yang ada di Kecamatan Rumbia serta mempertimbangkan
budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka visi
Pemerintah Kecamatan Rumbia yang hendak dicapai pada tahun 2018:
“Terwujudnya Kecamatan sebagai pendukung utama penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ".

Visi Kecamatan Rumbia tersebut mengandung makna filosofis bahwa

ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
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masyarakat berada di tingkat kecamatan, Posisi ini, mengidentifikasikan
bahwa kecamatan memiiki peran yang sangat strategis, sehingga apapun
yang menjadi performance kecamatan merupakan performance kabupaten.
Untuk itu penting dipahami bahwa tata kelola pemerintahan dan pelayanan

d. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia dan produk lokal
lewat berbagai kegiatan fasilitasi pendidikan.
Tingkat kepadatan penduduk Kecamatan Rumbia pada tahun 2015
sekitar 399 jiwa per km2, Ditinjau menurut desa/kelurahan, maka kepadatan
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B.  Collaborative Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Sektor

Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto
Kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui sektor pertanian tidak terlepas dari tiga unsur yaitu:

program pertanian hortikultura di Kabupaten Jeneponto dapat diukur
melalui peran pemerintah berkaitan dengan pembuatan regulasi, melakukan
koordinasi, program yang transparan dan tanggung jawab dalam
pelaksanaan program yang akan penulis bahas sebagai berikut:
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penduduk tertinggi adalah di Desa Bontotiro yaitu 742 jiwa per km2,
menyusul. Desa Ujungbulu sekitar 609 jiwa per km2, dan Desa Loka sekitar
593 jiwa perkm2. Selanjutnya desa/kelurahan dengan kepadatan penduduk
paling rendah adalah di Desa Jenetallasa sekitar 214 jiwa per km2, Dilihat
dari sumber mata pencaharian'menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk
vang bekerja, sebanyak 4.592 orang adalah petani pangan, sedangkan
peternak sebanyak 1.903 orang. Penduduk yang bekerja di luar sektor
pertanian antara lain Perdagangan sebanyak 755 orang, Industri 367 orang,
Angkutan 491 orang, dan Jasa hanya 362 orang. Adapun penduduk yang
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ABRI sebanyak 234 orang.

Tabel 4.4. Penduduk Kecamatan Rumbia menurut Desa/Kelurahan

Tahun 2014-2016
No. Desa/Kelurahan 2014 2015 2016
1. Lﬂbmg_hianai 2.369 2.373 2378
2. Rumbia 3.061 3.066 3.073
3, Bonto Manai 2.061 2.064 2.069
4. Bonte Tiro 1.914 1,018 1.921
5. Loka 1.975 1.978 1.982
6. Tompo Bulu ‘ 1.676 1.679 1.689
7. Kassi 2,328 2332 2.337
8. Pa]lanﬁkm!g 1,759 1.763 1.766
9. Lebang mania Utara 1.259 1262 | 1.264
10. Bontocini 1.068 1.070 [ 1.072
11. Jenetallasa 1.601 1.603 1.607
12. Ujung Bulu 2122 2.126 2.130

(Sumber: Data Statistik 2016)

Berdasarkan dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa total jumlah penduduk

pada tahun 2014 sebanyak 23.193, pada tahun 2015 23.234 dan pada tahun
2016 sebesar 23.282 dengan kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai

petani.



1. Membuat Regulasi

Regulasi merupakan aturan yang menjadi acuan bagi pemerintah
dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Di era otonomi daerah seperti
sekaran ini pemerintah daerah di berikan tanggung jawab agar lebih mandiri

SN Katan

Hasil wawancara dengan informan dalam mendukung program
pengembangan pertanian hortikultura di Kabupaten Jeneponto melalui dinas
pertanian berupaya untuk menciptakan program dalam rangka mendukung
pertanian masyarakat. Salah satunya bantuan alat atau mesin pertanian
dalam pengelolaan lahan pertanian masyarakat.



Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan dapat mempercepat
terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, peran serta masyarakat dan untuk menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia melalui kegiatan pertanian.

Pemerintah dan pemerintah daerah melaksanakan pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakat melalui perintah Undang-Undang, sehingga
terdapat sinergitas yang terpadu, bertahap dan berkelanjutan tergantung
pada visi dan misi masing-masing pemerintah daerah yang dituangkan di
dalam rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka

panjang.
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Segala bentuk kegiatan pertanian masyarakat di kelola pemerintah
melalui sebuah regulasi yang salah satunya mengatur terkait daya beli
konsumen dalam hal ini petani terkait kebutuhan-kebutuhan dalam
mendukung kegiatan pertaniannya.

mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan
pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu

dilaksanakan dengan keselarasan vang semestinya di antara para anggota itu
Dalam mendukung kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto, Dinas
pertanian mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi
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yang memiliki kepentingan dalam menyukseskan kegiatan pertanian
berbasis masyarakat di Kabupaten Jeneponto. Bentuk koodinasi tersebut
untuk kelancaran kegiatan pertanian.

“Ada beberapa bentuk koordinasi yang kami lakukan, baik dengan

provinsi ataupun pemerintah pusat terkait pelayanan pertanian. Untuk

tingkat daerah ada beberapa lembaga yang di bentuk untuk membantu
pemerintah memberikan pelayanan pertanian kepada masyarakat,

Seperti KPPP yang memiliki fungsi pengawasan penyebaran pupuk di

Kabupaten Jeneponto. Tentu untuk mengetahui tingkat penyebaran

pupuk pemerintah harus  senantiasa berkoordinasi dengan PKKK

ataupun penyulub ' perianian dilapangan.” (Wawancara dengan AB

Tanggal 14,09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa pelaksanaan
kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan pertanian pemerintah daerah
senantiasa berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait pengawasan
pertanian guna mengawasi penyebaran pupuk di Kabupaten Jeneponto.

Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah
guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan
maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal, dan
antara Instansi Veriikal dengan Dinas Daerah agar tercapai hasil guna dan
daya guna yang sebesar-besarnya.

Penyelenggaraan kegiatan pertanian di Jeneponto dapat terselenggara
secara maksimal jika ada koordinasi yang baik antara pemenintah daerah
dengan pihak-pihak terkait yang mendukung kegiatan pelayanan pertanian.
Koordinasi juga bisa di bilang bagian dari kerjasama, sehingga dalam
pelaksanaannya perlu ada komunikasi yang baik dalam mendukung upaya

penyelenggaraan pertanian.
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“Keterlibatan kami dalam pelaksanaan pertanian di Kabupaten

Jeneponto hanya sebagai penyuluh yang kemudian menyampaikan

kepada pemerintah daerah terkait apa yang menjadi masalah dalam

kegiatan pertanian di Jeneponto sehingga pemerintah daerah bisa
mencari solusi pemecahannya. Seperti kebanyakan masyarakat belum
mengetahui teknik pertanian hooltikultura ataupun teknik penggunaan
pupuk, disitulah peran kami untuk memberikan penyuluhan,

(Wawancara dengan SL Tanggal 15/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat dilihat bahwa salah satu
bentuk pemanfaatan koordinasi terkait pengelolaan pertanian holtikultura di
Kabupaten Jeneponto melalni kegialan penyiluhan kepada masyarakat agar
kegiatan pertanian dapat berialan maksimal.

Koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, bukan
terhadap usaha jndividu tetapi sejumlah individu vang bekerja sama di
dalam kelompok untuk tujuan bersama dan didukung oleh adanya konsep
kesatuan tindakan. Kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi. Hal ini
berarti bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan dari
setiap kegiatan individu yang bekerjasama sehingga diperoleh adanya
keserasian di dalam mencapai hasil bersama dan memiliki tujuan organisasi.

Kehadiran pemennteh dacrgh guna memastikan Keberlangsungan
kegiatan = pertanian di Kabupaten Jeneponto juga memiliki fungsi
melembagakan kegiatan pertanian masyarakat melalui kelompok tani yang
di bentuk untuk memudahkan pemerintah melaksanakan koordinasi terkait
apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam bidang pengelolaan
pertanian.

“Kelompok tani memiliki fungsi untuk membangun kerjasama dengan

pemerintah guna melihat permasalahan pertanian dan memberikan
solusi pemecahan. Seperti misalnya hasil produksi petani
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membutuhkan sentuhan pemerintah agar menyediakan produsen yang

siap membeli hasil pertanian masyarakat. Selain itu kami juga

berfungsi melakukan pendataan terkait berapa jumlah masyarakat
yang terlibat dalam kegiatan pertanian.” (Wawancara dengan AS

Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan kehadiran
masyarakat yang berkegiatan sebagai petani bergerak dalam membentuk
kelembagaan agar memudahkan bentuk Koordinasi dengan pemerintah
terkait masalah dan kebutuhan perianian masyarakat, Tentu melalui bentuk
seperti itu dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam mengelola
3. Transparansi

Transparansi adalsh keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses
kegiatan. Transparansi dilakukan oleh pemerintah yang melaksanakan
kebijakan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Prinsip keterbukaan merupakan scsuatu yang harus diterapkan oleh
setiap ‘pelayanan publik, termasuk dalam rangka pengelolaan pertanian
holtikultura. Penyampaian informasi kepada seluruh stake holder vang
berkepntingan berfungsi untuk terlibat untuk melakukan pengawasan dalam
pelaksanaannya sehingga tidak ada yang keluar dari aspek pelayanan umum.

“Menjalankan pelaksanaan pelayanan publik secara transparan itu

sudah menjadi kewajiban dari pemerintah daerah yang sudah di atur

dalam undang-undang. Dalam melaksanakan bidang pelayanan terkait
pertanian pemerintah senantiasa terbuka kepada pihak-pihak tertentu
yang membutuhkan informasi terkait pelaksanaan pertanian

holtikultura. Seperti berapa anggaran yang digunakan, apa acuan
program, sampai kepada harga kebutuhan masyarakat seperti pupuk
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Ketersediaan lapangan kerja menjadi masalah yang bukan hanya
terjadi di Kabupaten Jeneponto tetapi juga di daerah lain. Kehadiran para
pelaku usaha dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki
pekerjaan, sehingga memaksimalkan pemberdayaan masyarakat perlu di

aga kerja jangan dari luar,
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Pengelolaan pertanian akan lebih maksimal jika para petani
memahami tekhnik peneglolaan lahan pertanian sehingga dapat
meningkatkan hasil produksi. Kegagalan panen selain faktor lainnya juga di
pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga tanaman




itu bisa di akses oleh masyarakat.” (Wawancara dengan AM Tanggal
14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa pemerintah
berupaya untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dengan
memudahkan akses seluruh pihak yang berkepentingan dalam kegiatan
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16/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
keterlibatan sektor swasta dalam kegiatan pertanian perlu mendapatkan
informasi terkait proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai
penopang kegiatan pertanian. Dengan informasi tersebut sasaran dan target
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secara maksimal.
Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas,
seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses

et "/h ‘n\\\ i )
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pemerintah. Dengan demikian kehadiran masyarakat bukan hanya sebagai
target dan sasaran program tetapi juga dapat terlibat langsung dari kegiatan

pengawasan.
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4.  Akuntabilitas

Semakin  meningkatnya  tuntutan  masyarakat terhadap
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan
clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system
pertanggungjawaban yang jelds, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal
dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah bertanggung jawah penuh dalam pengelolaan kegiatan
pertanian Holtikuitmra di Kabupaten Jeneponto. Mulai dari perencanaan
program, pelaksanaan sampai kepada cvalnasi kegiatan pengelolaan
pertanian pemerintah harus terlibat didalamnya. Melalui pemberian solusi
atas segala bentu permasalahan masyarakat di bidang pertanian,

“Seluruli pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Jeneponto itu

sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pembuatan

regulasi, penyusunan program serta langkah-langkah untuk menjawab
semua keluhan masyarakat, Pemerintah bertangeung jawab untuk

memberikan solusi kepada masyarakat terkait kegiatan pertanian

seperti penyediaan teknologi pengelolaan kegiatan pertanian, men_paga

ketersedizan pupuk. meningkatkan keterampilan masyarakat sampai
kepada proses produksi pemerintah hadir botuk bertanggung jawab.”

(Wawancara dengan AB Tanggal 14/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
serangkaian proses yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan
pertanian di Kabupaten Jeneponto merupakan tanggung jawab penuh dari
pemerintah daerah sehingga kegiatan pertanian masyarakat dapat berjalan
untuk memastikan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas  juga  dapat  berarti  sebagai  perwujudan

pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola
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sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian
tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara
periodic,

Tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan
pelayanan publik yang berkaitan ‘dengan pertanian holtikultura adalah
bentuk kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui komoditi pertanian. Tanggung jawab tersebut menjadi aspek penting

“Kehadiran pemerintah dalam tata kelola pelayanan publik memang
mmmmﬁmgahkomplakmﬁmmhhmmgada
di masyarakat khusunya bidang pertanian. Seperti vang kita ketahui
bersama ada banyak masalah terkait pertanian ketersediaan pupuk,
ketersediaan lahan sampai kepada ketersediaan bibit itu hanya sadﬂut
contoh kecil dari permasalahan petani. Dan disana pemerintah harus
hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut™ (Wawancara dengan
AS Tanggal 15/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapai disimpulkan bahwa
pelaksanaan kegiatan pertanian merupakan tanggung jawab pemerintah
daerah agar pengeiolaan kegiatan pertanian yang bertujuan meningkatkan
pendapatan masyarakar dapat berjalan cfekiif.

Akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat

untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus

dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang
langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma
manajemen publik baru.

Fungsi akuntabilitas pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan

pertanian di Kabupaten Jeneponto harus di dukung oleh ketersediaan

]



sumber daya yang dibutuhkan demi meningkatkan produksi di bidang
pertanian. Salah satunya penyediaan teknologi pertanian yang tidak bisa di
bebankan kepada masyarakat karena keterbatasan masyarakat itu sendiri.

“Penyediaan alat teknologi dalam kegiatan pertanian merupakan

tanggung jawab pemerintah'Kabupaten Jeneponto, yang tidak boleh di

bebankan kepada masyarakat. Kurangnya teknologi menjadi

penghambat kegiatan pertanian masyarakat yang benar-benar harus di

perhatikan oleh pemerintah. (Wawancara dengan MS Tanggal

17/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan ‘dapat dilihat bahwa penyediaan
teknologi pertariian merupakan tanggbng jawab pemerintah dalam kegiatan
pengelolaan pertanian holtikultura. Petani menganggap brhwa permasalahan
yang menjadi penghambat produksi pertanian karena kurangnya
pemanfaatan teknologi oleh pemerintah.

Berdasarkan  hasil observasi penulis di lapangan terkait aspek
pemerintah dalain proses Collaborative Governance Dalam Pengelolaan
Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto
dapat di tinjau deri 4 indikator yaitu pembuatan regulasi yang berkaitan
dengan landasan hukuun - dalam’ kegi@tan pertanian holtikultura melalui
pembentukan perda. Selanjutnya fungsi koordinasi dengan melibatkan pihak
swasta dan masyarakat untuk bekerjasama agar kegiatan pengelolaan
pertanian holtikultura dapat berjalan dengan maksimal. Kemudian fungsi
transparansi dimana keterbukaan akses informasi dapat menjadi solusi
pemecahan masalah dan penetapan program dalam kegiatan pertanian dan
terakhir akuntabilitas atau bisa diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah

Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan




dengan pertanian holtikultura adalah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui komoditi pertanian,
b. Swasta

Peranan swasta dalam mendukung kegiatan pengelolaan pertanian

Teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tidak hanya
membantu bekerja dan melakukan tugas-tugas yang berkecimpung dalam
dunia komputer saja, tetapi telah berkembang dalam bidang lainnya, seperti
sains, perbankan, perpustakaan, teknik dan lain sebagainya.



b6

Teknologi merupakan sarana pendukung dalam kegiatan pertanian.
Proses produksi masyarakat yang berprofesi sebagai petani jauh lebih
efisien dan efektif jika di dukung oleh alat pertanian. Sehingga dalam
perjanjian kerja antara pemerintah dan pihak swasta perlu di dorong
pengembangan alat-alat pertanién boltikultura.

“Tentu keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan pertanian harus di

topang dengan sumber daya seperti teknologi sebagai hubungan

timbal balik atas dasar perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah
danpihak swasta. fads, pihak swasty tidak hanya mencari keuntungan

.dm daerah 1ni, tetapi juga perlu berkontribusi nyata dalam prospek

pembang(inan pertanian. melalbi bantuan ieknologi.” (Wawancara
dengan AM Tanggal 14/09/2020)

Hasil peneliian dengan informan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta
menekankan kepada penyediaan bantuan teknologi dari proses kerjasama
yang terjadi.

Secara lengkap dari aspek ranah keilmuan. teknologi pertanian dapat
diuraikan sebagal suatu penerapan prinsip-prinsip matematika dan sains
alam dalam rangka pendayagunaan secara ckonomis sumberdaya pertanian
dan sumberdaya alam untuk kepentingan kesejahteraan manusia.

Sarana dan prasarana pendukung seperti alat penanam, alat pengering
sampai kepada alat pengelolaan tanaman menjadi suatu keharusan bagi
pihak swasta untuk di berikan kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan
sebuah tanggung jawab sebagai langkah pemberdayaan masyarakat.

“Keterlibatan perusahaan kami dalam rangka mencari keuntungan

pada kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto harus di dukung

dengan bantuan teknologi sebagai langkah pemberdayaan bagi
masyarakat khususnya petani. Itu merupakan sebuah program CSR
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yang memang menjadi tanggung jawab dari perusahaan untuk

memberikan bantuan. Jadi seperti balasan jasa karena masyarakat mau

bekerjasama dengan perusahaan, timbal baliknya kami menyediakan

alat pertanian.” (Wawancara dengan JF Tanggal 16/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan adanya
hubungan kerjasama yang baik antara petani dengan pihak swasta selaku
penyedia jasa, para pelakutisaha memberikan bantuan alat teknologi sebagai
bentuk tanggung jawab perusahaan yang tertuang dalam undang-undang.

Teknologi pertanian yang aksiologisnya pada Kegiatan penyiapan
sumberdaya (lahan untuk | penanzman, - kolam), budidaya, pemeliharaan
sampai pemanenan, Pilahan kedua, berfokus pada teknologi wuntuk
penanganan, pengolahan, dan pengamanan hasil. Kelompok ketiga
merupakan teknologi untuk kegiatan transportasi dan pemasaran hasil
pm.i&ﬂ-.

Ketersediaan alat dalam menopang kegiatan pertanian di Kabupaten
Jeneponto menjadi motivasi bagi masyarakat untuk meitingkatkan produksi
pertanian, Namun, dalam pelaksanaannya keterscdiaan alat masih sangat
kurang sehingga baik pemerintah daerdh maupun sektor swasta lebih intens
dalam penyediaan alat teknologi pendukung pertanian.

“Adanya bantuan alat baik dari pemerintah dan swasta sangat

memudahkan para petani dalam kegiatan pengelolaan pertanian. Tentu

dengan bantuan tersebut menjadi proses produksi jauh lebih cepat.

Tetapi jumlah alat pertanian tersebut masih kurang, kami

mengharapkan kepada pemerintah dan pengusaha agar lebih

meningkatkan bantuan peralatan seperti itu.” (Wawancara dengan SM

Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dengan adanya

bantuan alat teknologi dalam mendukung kegiatan pengelolaan pertanian di




Jeneponto sangat membantu kaum petani. Sehingga untuk lebih
memaksimalkan produksi pertanian masyarakat mengharapkan adanya
penambahan bantuan alat pertanian.
2. Menciptakan Lapangan Kerja

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa adanya
berbagai jenis usaha dalam mendukung kegiatan pengelolaan pertanian
mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat yang belum memiliki
pekerjaan tetap. Dengan demikian kehadiran para pelaku usaha tersebut

dapat mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Jeneponto.
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Permintaan tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen
terhadap barang dan jasa. Orang akan membeli barang atau jasa karena
barang tersebut memberikan kegunaan kepada pembeli. Namun bagi
pengusaha, mempekerjakan seseorang bertujuan untuk membantu

Pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung
dari pertambahan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang
diproduksinya. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja merupakan
permintaan turunan,
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Ketersediaan lapangan kerja menjadi masalah yang bukan hanya
terjadi di Kabupaten Jeneponto tetapi juga di daerah lain. Kehadiran para
pelaku usaha dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum memiliki
pekerjaan, sehingga memaksimalkan pemberdayaan masyarakat perlu di
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mengembangkan, dan memelihara tena ga kerja secara efektif dan efisien.

Pengelolaan pertanian akan lebih maksimal jika para petani
memahami tekhnik peneglolaan lahan pertanian sehingga dapat
meningkatkan hasil produksi. Kegagalan panen selain faktor lainnya juga di
pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menjaga tanaman
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sehingga menyebabkan tanaman terserang hama yang berdampak terhadap
hasil produksi pertanian itu sendiri,
“Dalam mendukung upaya pengelolaan masyarakat untuk kegiatan
pertanian, pihak pemerintah selalu bekerjasama dengan instansi
swasta seperti penyuluh pertanian dari suatu lembaga untuk
memberikan pemahaman’ kepada masyarakat terkait kegiatan
pengelolaan pertanian. Pemahaman masyarakat yang masih kurang

dalam menghadapi hama yang kemudian berdampak kepada hasil
produksi pertanian perlu ditingkatkan. sehingga kedepan masyarakat

benar-benar memahami tata cara yang benar dalam pengelolaan

kegiatan pertanian.” (Wawencara dengan AR Tanggal 14/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan, kurangnya
pemahaman dari petani dalam menghadapi hama yang dapat menyerang
tanaman berakibat kepada kurangnya hasil produksi sampai kepada gagal
panen akibat hal tersebut.

Merupakan tugas manajemen Sumber Daya Manusia untuk mengelola
manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan Sumber Daya
Manusia vang merasa puas dan memuaskan. Manajemien Sumber Daya
Manusia mertpakan bagian dari manajemen umum vang memfokuskan diri
pada Sumber Daya Manusie.

Penyuluh swasta pada dasarnya hadir kepada masyarakat petani dalam
peningkatan SDM masyarakat terkait pengelolaan pertanian. Kegiatan
tersebut juga di manfaatkan untuk sosialisasi terkait produk yang mampu
membantu petani dalam kegiatan pengelolaan pertanian. Hal ini tentu
menjadi masukan dan pengetahuan baru bagi petani.

“Penyuluh pada dasarnya tidak hanya berasal dari pemerintah juga ada

dari pihak swasta, biasanya perusahaan yang bergerak pada kegiatan

pertanian adalah pelaku usaha seperti kami yang menjual plestisida
dan segala kebutuhan obat-obatan dalam pengelolaan pertanian. Tentu
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selain melakukan kegiatan penyuluhan juga sebagai kegiatan

memperkenalkan produk kepada petani.” (Wawancara dengan AD

Tanggal 16/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa dalam
upayanya untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui kegiatan
pengelolaan pertanian, pihak<§wasta melakukan kegiatan penyuluhan dan
sebagai timbal balik para pelaku usaha juga memperkenalkan produk yang
mereka produksi.

Fungsi mangjemen sumber daya manusia adalah fungsi pengawasan,
vaitu mengamati dan membandingkan pelaksanaan dengan rencana dan
mengoreksinya jika terjadi penyimpangan atau, kalau perlu. menyesuaikan
kembali rencana yang dibuat. Dengan demikian pengawasan adalah fungsi
manajemen yang menyangkut masalah pengaturan berbagai kegiatan sesuai
dengan rencana sumber daya manusia, yang dirumuskan sebagai dasar
analisa dan tnjuan organisasi yang fundamental.

Inovasi' dalam bidang pertanian secara sepenuhmnya belum dipahami
oleh masyarakat, mulai dari ketersediaan alat, penerapan ilmu pertanian, dan
sebagainya. Sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan dengan
memperkenalkan sarana dan prasarana pendukung yang bisa menjadi
masukan bagi masyarakat dalam kegiatan pertanian memberikan
kemudahan bagi masyarakat dalam pengelolaannya.

“Hampir setiap bulan selalui ada penyuluhan baik dari pihak

pemerintah atau swasta, kalau swasta biasanya mereka membawa

brosur dan produk seperti plestisida yang dikenalkan kepada
masyarakat, Ada banyak hal-hal baru vang kami ketahui terkait

pengelolaan pertanian, sampai kepada bagaimana proses mempercepat
hasil produksi itu juga di berikan kepada kami, saya fikir itu penting
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dalam  keberlangsungan kegiatan pertanian di Jeneponto.”
(Wawancara dengan HN Tanggal 17/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan dalam upayanya
memasarkan produk pertanian oleh para pelaku usaha juga di barengi
kegiatan penyuluhan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat

¢.  Masyarakat

Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa melibatkan masyarakat
mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai kepada proses
pengawasan. Hal tersebut di pertegas melalui hubungan kolaborasi
utamanya pada kegiatan peningkatan hasil pertanian sebagai upaya agar




74

masyarakat benar-benar berdaya dalam peningkatan perekonomian,
Masyarakat mempunyai peran sentral dalam proses kolaborasi karena
masyarakat tidak hanya berlaku sebagai target dan sasaran tetapi
menjalankan fungsi dalam pelayanan.

Dalam pembahasan selanjutnya dapat dipaparkan peran masyarakat
dalam proses kolaborasi dengan menggunakan pendekatan tiga indikator
yang mendukung proses. kolaborasi yaitu, membangun komunikasi,
partisipasi dan pengorganisasian yang di paparkan sebagai berikut:

Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia.
Kegiatan komunikasi akan timbul jika seorang manusia mengadakan
interaksi dengan manusia lain, jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi
timbul sebagai akibat dari adanya hubungan social. Pengertian tersebut
mengandung, arti bahwa komunikasi tidak dapa: dipisalikan dari kehidupan
umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.

Pelayanan terkaif pengelolaan pertanias akan lebih efektif dan efisien
jika masyarakat senantiasa menyampaikan segala persoalan kepada
pemerintah sebagai bentuk komunikasi untuk meningkatkan produktivitas
pertanian. Bentuk komunikasi tersebut dapat berupa masukan, penyampaian
masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pertanian.

“Masyarakat sebagai kontrol sosial dalam pelaksanaan pelayanan

public sehingga harapan adanya bentuk penyampaian dari masyarakat

terkait pengelolaan pertanian menjadi dasar dalam pembuatan
program yang akan dilaksanakan pemerintah. Berkaitan dengan itu

kebanyakan komunikasi yang banyak dari masyarakat adalah
kurangnya bantuan teknologi dan obat pembunuh hama, atas dasar
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tersebut pemerintah kemudian merancang bentuk kerjasama baik

dengan pemerintah provinsi atau pemerintah pusat agar mampu

memaksimalkan kebutuhan dari masyarakat.” (Wawancara dengan

AM Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa bentuk
komunikasi dari masyarakat dapat-menjadi landasan bagi pemerintah dalam
menyusun program dalam peningkatan produksi pertanian dengan
memenuhi segala kebutuhan masyarakat di bidang pertanian.

Untuk dapat berkomtnikasi dengad baik dan efektif, kita dituntut
untuk tidak hanya memahami prosesnva, tetapi juga mampu menerapkan
pengetahuan kita secara kreatif. Komunikasi dikatakan efektif apabila
komunikesi yang terjadi bersifat dua arah yaitu dimana makna yang
distimulasikan sama atau serupa dengan vyang dimaksudkan oleh
komunikator atau pengirim pesan.

Petani sebagai target dari pemberdayaan dalam peningkatan hasil
produksi di” bidang pertanian harus senantiasa meribangun komunikasi
dengan instansi-instansi terkait. Sehingga kegiatan pertanian tidak menjadi
terhambat. Komunikasi iersébut bisa ‘berbentuk pribadi ataupun melalui
organisasi seperti kelompok tani.

“Pengelolaan pertanian tentu tidak selalu berjalan mulus, pasti ada

persoalan didalamnya. Permasalahan tersebut tentu lebih banyak di

ketahu oleh petani, terkait apa kebutuhan mereka, apa masalah mereka

itu di ketahui oleh petani, karena mereka pelaku dalam kegiatan
pengelolaan pertanian. Disitulah fungsi masyarakat untuk membangun
komunikasi dengan semua yang berkepentingan agar segera di carikan

solusi baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta.” (Wawancara
dengan SL Tanggal 15/09/2020).
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pelaksanaan komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi kepada
instansi terkait demi kelancaran kegiatan pengelolaan pertanian di
Kabupaten Jeneponto.

AMmpa;

kebutuhan petani tersebut. Padahal apa yang
menjadi tuntutan dari petani senantiasa di komunikasikan kepada
pemerintah sebagai pemangku kebijakan.” (Wawancara dengan MS
Tanggal 17/09/2020),

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kegiatan pertanian membutuhkan komunikasi yang intens dari
para petani agar segala kebutuhan dalam rangka pengelolaan pertanian dapat




segera di penuhi oleh para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah
Kabupaten Jeneponto.,
2. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu konsep dalam pengembangan masyarakat

pengelolaan kegiatan pertanian. Hal tersebut merupakan upaya untuk

Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat untuk mempengaruhi
kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan
kesejahteraannya. Pemerintah lokal melihat partisipasi sebagai hal yang
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perlu, tetapi berpotensi menjadi penghambat terhadap agendanya, seperti
sesuatu yang harus dibayar dengan janji belaka pekerja masyarakat
melihatnya sebagai memiliki kekuatan untuk mempengaruhi

Keterlibatan masyarakat dalam langkah menyusun program yang

berkaitan dengan peningkatan kapasitas petani, merupakan bentuk

partisipasi petani agar kej
dalam upaya peningkatan kapasitas petani dapat betjalan dengan baik.

“Setiap kann melakukan kegiatan penyulihan terkait upaya untuk
meningkatkan pengetahuan patant. dalam rangka mengelola pertanian
yang baik selalu di hadiri oleh masyarakat, Tentu hal tersebut menjadi
acuai keberhasilan kegiatan pertanian sebagai respon dalam bentuk
pariisipasi. Terkadang kita juga menemukan beberapa petani yang
masih memiliki ego dengan menggunakan metode pertanian lama,
sehingga tidak mau mengindahkan apa yang menjadi arahan dari
panmﬂuhyangada,ladimcmmgpaluadakemgmmdmnmyarakat
itu sendiri untuk lebih berkembang dalam pengelolaan pertanian.”
(Wawancara dengan AS Tanggal 15/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disinipulkan partisipasi
masyarakat delam kegiatan penyuluban perlu di dukung dengan upaya
partisipasi dari petani itu sendiri agar semua bentuk program terkait

0 yang menjadi acuan pemerintah

pertanian holtikultura dapat di jalankan sesuai dengan metode yang benar
sesuai dengan arahan dari penyuluh.

Kondisi terakhir bagi partisipasi adalah bahwa struktur dan proses
tidak boleh mengucilkan. Prosedurprosedur pertemuan tradisional, dan
teknik pembuatan keputusan sering bersifat mengucilkan bagi banyak orang,
khususnya bagi mereka yang tidak bisa berpikir cepat, tidak ingin

menginterupsi, kurang percaya diri atau tidak memiliki kemahiran berbicara.
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Masyarakat Kecamatan Rumbia menyoroti lambannya upaya dari
pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam merealisasikan semua kebutuhan
terkait kegiatan pertanian. Sechingga masyarakat beranggapan bahwa
kegiatan partisipasi tidak memiliki fungsi yang semestinya.

“Masyarakat selalu menghadiri. pertemuan yang membahas tentang

pengelolaan pertanian berdsarkan program yang dijalankan oleh
pemenntah Namun kami berfikir apa yang menjadi masukan kami
hanya sekedar konsep yang tak kunjung di realisasikan. Persoalan
tersebut membuat masyarakat menjadi tidak lagi bersemangat jika ada
pertemuan yang ‘di inisiasi oleh penierintah, karena cenderung hanya

jalan di tempat.” (Wawancara deugan HN Tanggal 17/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan masyarakat
cenderung pasif dalam berpartisipasi akibat dari kekecewaan mercka
terhadap pemerintah Kabupaten Jeneponto yang lamban merespon segala
kebutuhan masyarakat dalam rangka kegiatan pengelolaan pertanian
Holtikultura di Kecamatan Rumbia.

3. Pengorganisasian

Secara sederhana organisasi dapat diartikan scbagai suatu kesatuan
yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau
sasaran organisasi memiliki banyak komponen vang melandasi diantaranya
terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan
kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi
mereka masing-masing.

Upaya keterlibatan masyarakat dalam rangka pengelolaan pertanian di

dukung melalui kelembagaan yang terbentuk sebagai upaya mendorong

keterwakilan atas kebutuhan dari kelompok petani. Lembaga kelompok tani




Juga memudahkan pemerintah dalam merealisasikan penyebaran pupuk bagi
petani di Kabupaten Jeneponto.

“Salah satu upaya masyarakat dalam keterlibatannya mendukung

progres kegiatan pertanian di Kabupaten Jeneponto melalui

pembentukan kelompok tani yang di inisiasi oleh petani itu sendiri,
dimana kelembagaan tersebut menampung seluruh kebutuhan petani
termasuk kebutuhan pupuk. Kelompok tani yang terbentuk juga
memudahkan petani dalam merealisasikan penyebaran pupuk yang
memang menjadi prasyarat untuk mendapatkan pupuk.” (Wawancara

dengan AR Tanggal 14/09/2020).

Hasil wawaneara . dengan anformian  dapat  disimpulkan bahwa
kelembagaan. petani dalam kegiaton pengelolaan’/pertanian holtikultura
mendukung segala program pemerintah demi meningkaikan produktivitas
petani. Melalui kelembagaan tersebut juga menjadi acuan pemerintah dalam
penyebaran pupuk subsidi bagi masyarakat.

Organisasi selain dipandang sebagai wadah kegiztan orang juga
dipandang sebagai proses, vaitu menyoroti interaksi dianiara orang-orang
vang menjadi anggota organisasi. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan
oleh kualitas sumberdaya manusia yang saling berinteraksi dan
mengembangkan organisasi yang bersangkutan.

Kelembagaan masyarakat melalui kelompok tani membuat program
pemberian bantuan lebih efektif dari pihak swasta. Para pelaku usaha tidak
lagi memberikan bantuan kepada satu orang vang dapat memicu
kecemburuan sosial dari sesame petani. Melalui bantuan terhadap kelompok

dapat menopang semua kebutuhan petani yang tergabung dalam kelompok

tersebut,
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“Adanya pengorganisasian masyarakat seperti pembentukan
kelompok tani tentu memudahkan kami dalam proses penyaluran
bantuan, seperti pupuk misalnya. Jadi kami tinggal menghitung berapa
jumlah petani yang tergabung dalam kelompok tersebut shingga
penyebarannya dapat merata dan tidak memicu kecemburuan sosial
terhadap sesame petani” (Wawancara dengan AD Tanggal

16/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa kegiatan
pemberian bantuan pertanian dari pelaku usaha kepada petani jauh lebih
efektif melalui' kelembagaan yang mempu menginisiasi semua kebutuhan
petani dalam pengelolaan pertanian masyarakat.

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar,
dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas
dasar vang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau
sekelompok tujuan.

Kesibukan masyarakat dalam mengelola lahan pertanian serta
kurangnya pemahaman dalam membangun komunikasi dengan pemerintah
daerah membuat masyarakat vang berprofesi sebagai patani menunjuk orang
yang berkompeten di antara mereka menjadi ketua kelompok tani sebagai
penyambung lidah masyarakat dengan pemerintah daerah.

“Tentu kami petani sangat sibuk dalam mengelola lahan pertanian,

sehingga dengan adanya kelembagaan seperti kelompok tani mampu

menampung seluruh permintaan dan kebutuhan masyarakat petani.

Dalam penunjukkan sebagai ketua kelompok tani kami memilih

orang-orang vang memang memiliki kecakapan dalam membangun

komunikasi kepada pemerintah daerah, yang dekat dengan pemerintah
sehingga lebih mudah dalam proses pemenuhan kebutuhan bagi para

petani.” (Wawancara dengan SM Tanggal 17/09/2020)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa

kelompok tani sebagai organisasi yang menaungi para petani menempatkan
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seseorang yang memiliki kapabilitas dalam mengarahkan kegiatan pertanian
dan mensinergikan dengan program pemerintah Kabupaten Jeneponto.
Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan petani dapat di
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keputusan dan aktivitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
peneliti, kolabolasi yang dilakukan antara pemerintah, swasta,dan
masyarakat sudah berjalan secara efektif, sehingga dalam berkolaborasi
pengelolaan sektor pertanian hortikultura pihak pemerintahan dinas
pertanian dengan pihak swasta dan masyarakat berupaya untuk menjaga
hubungan dengan baik serta kepercayaan antara pihak yang berkolaborasi



dengan melakukan komunikasi dan evaluasi mengenai kegiatan yang telah
dilakukan. Kekompakan yang dilakukan dari pemerintahan dinas pertanian
maupun dari swasta dan masyarakat membuat komunikasi antara

keduanya berjalan dengan lancar sehingga kolaborasi dalam pengelolaan

kolaborasi pemerintah daerah dengan swasta dan masyarakat sudah
memberikan dampak berupa kesadaran masyarakat yang mulai tumbuh
serta membuka peluang pendapatan kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan terkait masyarakat
dalam hal ini petani dalam proses Collaborative Governance Dalam
Pengelolaan Sektor Pertanian Hortikultura Di Kecamatan Rumbia




Kabupaten Jeneponto terkait keterlibatan kolaborasi oleh masyarakat dapat
dilihat dari tiga indikator yaitu: membangun komunikasi, dalam
menyampaikan segala masalah dan kebutuhan pengelolaan pertanian kepada
pemerintah daerah dan para pelaku usaha, masyarakat yang berprofesi
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PENUTUP
A.  Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai kesimpulan dari
judul penelitian terkait
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orative Governance Dalam Pengelolaan
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diartikan sebagai tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jeneponto
dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berkaitan dengan pertanian
holtikultura adalah bentuk kegiatan dalam pelaksanaan peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui komoditi pertanian.

1. Swasta dapat dilihat dari tiga indikator yaitu, bantuan teknologi dimana

para pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan alat yang




dapat di manfaatkan petani dalam kegiatan pertanian. Selanjutnya
menciptakan lapangan kerja proses manajemen suatu perusahaan
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kelompok tani segala permasalahan petani di lembagakan menjadi satu
sehingga dapat memudahkan pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk

terdaftar pada lembaga-lembaga kelompok tani tersebut.




B.

Saran

Pemerintah sebaiknya secara rutin setiap bulan melakukan evaluasi
terhadap kinerja dinas-dinas terkait masalah pertanian baik dari segi

penyuluhan, sarana dan prasarana maupun fasilitas hasil pemasaran
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